
WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa agar kelembagaan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu di Kota Tarakan berjalan sesuai fungsinya perlu
memiliki identitas yang bermakna_ sesuai tujuan
pembentukan SLRT dimaksud, maka Peraturan Wali Kota
Tarakan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Sistem Layanan dan Rujukan’ Terpadu
Penanganan Kemiskinan perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lkembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

9. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor
285/DYS.3/KPTS/06/2018 tentang Pelaksanaan Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan
Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Tahun 2018;

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat
Peduli Kabupaten/ Kota Sejahtera;

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan
(Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 305) diubah
sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan (1) satu ayat,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Tarakan, yang
selanjutnya disebut “SLRT HAKEKAT” .

SLRT Hakekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengandung makna bahwa Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu Hadir Atasi Keluhan Masyarakat
(“SLRT Hakekat”) yaitu untuk penanganan keluhan
masyarakat miskin dan rentan miskin dan
menghubungkan mereka dengan program dan layanan
yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai
dengan kebutuhan mereka.

- Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai2.
berikut:

Pasal 3
SLRT Hakekat bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin
dan Orang Tidak Mampu;
mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu;

mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

¢.

d.

e.

secara dinamis di Daerah.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai3.
berikut:

Pasal 4
SLRT Hakekat berfungsi untuk:
a.

b.
mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
mengidentifikasi keluhan, rujukan dan penanganan
keluhan;
mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;

d. mendukung penerapan SPM; dan
membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data
Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu melalui SIKS-NG.



4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
Sasaran SLRT Hakekat terdiri atas:
a. Perseorangan
b. Keluarga;
c. Kelompok; dan/atau
d. Masyarakat.

S. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Penyelenggara SLRT Hakekat meliputi:
a. Kelembagaan;
b. Sarana dan prasarana;
c. Sumber daya manusia; dan
d. Sumber pendanaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 4 September 2020

WALI KOA TARAKAN,

—
RUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 4 September 2020

KH

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A.HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 331
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